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DENGAN KENDARAAN UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraar
angkutan orang di jalan deiigan kendaraan umum yang telah diatur
lebih Janjut dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
Dengan Kendaraan Umum;

bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan, ketentuan mengenai
penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 perl.
disempurnakan;

bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu ditetapkan Keputusar
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang d:
Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dau
Angkutan Jalan (Lembaran Negzara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakte'c
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negaia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeraa
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaren
Negara Nomor 3528);



Menetapkan :

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan

Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentané

Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91
Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan;

2. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yarg
dihubungkan oleh ruang lalu lintas schingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan
untuk keperiuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak

langsung;

4, Trayek adalah lintasan kendaraan uraum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
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:Iar.ingfm trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuai:
Jjaringan pelayanan angkutan orang;

Angkutap L'mtas Batas Negara acdalah angkutan dari safu kota ke kota lain yang
melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam trayek;

AngkuFan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yan;g
melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain
yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikdat dalam trayek;

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah
Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek;

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayzh
ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang
umum yang terikat dalam trayek;

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki
wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik
yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yag
melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan
simpul yang berbeda;

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalem
wilayah operasi yang tidak terbatas;

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang
dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan luin
diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial
lainnya;

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;



17. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran
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dan- jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempai duduk pengemudi dengan
panjang kendaraan lebil dari 9 meter,

Bus ._Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran
dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter; :

!Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan
Jaray antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan
panjang kendaraan 4 — 6,5 meter;

. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk Kkeperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Dinas Propinsi adalah instansi di tingkat Propinsi yang bertanggung jawab di bidang
penyelenggaraan angkutan orang di jalan;

Dinas Kota/Kabupaten adalah instansi di tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung
jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.
BAB II
PERENCANAAN ¥XEBUTUHAN ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

po o

penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan,;
penetapan wilayah operasi taksi;
penetapan kebutuhan kendaraan tidax dalam trayek;
komposisi pelayanan angkutan.
Bagian Pertama
Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan

Pasal '3

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakuken
berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :
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bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;

jenis pelayanan angkutan;

¢. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan
yang berlaku,

d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya,
yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api;

e :il;gl;.at pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume

alu lintas.

ol

Pasal 4
Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi ;

a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
¢. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan,

Pasal 5

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan
angkutan; 2

b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;

menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahuu

perencanaan;

menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;

menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;

menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan / jalan-jalan yang dilalui;

menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;

mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kkendaraan, dengan

mempertimbangkan :

o
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1) jumlah frekwensi;
2) faktor muatan 70%;
3) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 6

(1) Untuk menjaga keseimbangan peliyanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhar
jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhau
penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.

(2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I}
merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuku
atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.



(3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

Jjumlah perjalanan pergi-pulang per hari rata-rata dan tertinggi;
Jjumlah rara-rata tempat duduk kendaraan;

laporan realisasi faktor muatan;

faktor muatan 70 %;

tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;

tingkat pelayanan jalan.

meae op

Pasal 7

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan
kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan oleh :

a. Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, untuk jaringan trayek lintas batas
negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

b. Direktur Jenderal, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu daerah propinsi;

c. Gubernur, unwk jaringan trayek yang melalui antar daerah Kabupaten/kota dalam
satu daerah propinsi;

d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk jaringan trayek yang seluruhnya

berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten;

Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

o

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 8

(1) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
b. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapka
oleh : :

a. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam
Daerah Kabupaten/Kora yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Gubernur
atau Direktur Jenderal;

b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daeral
Kabupaten/kota dalam satu Propinsi yang merupakan satu kesatuan wilayah
perkotaan yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Direktur Jenderal;
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¢. Direktur Jenderal, untuk wilaysh operasi taksi yang melampaui daerah Kota /
Kabupaten lebih dari satu Propinsi.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek
Pasal 9

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢, sekurang-kurangnya meliputi :

penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;

penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;

penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;

penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
pengkonversian jumiah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan
mempertimbangkan :

caoose

1) tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;
2) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 10

(1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan
jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan
penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

(2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang
terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

(3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%,

Pasal 11

Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu Propinsi yang
merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan (masing-masing Kabupaten/kota) dan
angkutan pariwisata;

b. Gubernur, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu daerah Kota ,
Kabupaten dalam satu Propinsi yarg merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan
untuk masing-masing Kabupaten/kota dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan; -



c. Bupati, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten yang
kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur atau Direktur Jenderal dan
angkutan lingkungan dalam wilayah Kabupaten;

d. Walikota, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah Kota yang Kebutuhan
kendaraannya belum ditetapkan olen Gubernur atau Direktur Jenderal dan angkutan
lingkungan dalam wilayah Kota.

Pasal 12
Penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diumumkan
kepada masyarakat melalui media massa.
Bagian Keempat
Komposisi Pelayanan Angkutan
Pasal 13

(1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan
diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas
permintaan penumpang pada setiap trayek.

(2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada pemohon
lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga\
bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 14
Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 mempertimbangkan masukan dari
perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Pasal 15 —

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan angkutan diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal.



BAB Ul
ANGKUTAN DALAM TRAYEK
Bagian Pertama
Jenis Angkuvan
Pasal 16
Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, terdiri dari :
Angkutan Lintas Batas Negara;
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
Angkutan Kota;
Angkutan Perdesaan;

Angkutan Perbatasan;
Angkutan Khusus.

mmo oo o

Bagian Kedua
Angkutan L.intas Batas Negara
Pasal 17

(1) Pelayanan angkutan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
a, dilaksanakan dalam jaringan trayek lintas batas negara.

(2) Pelayanan angkutan lintas batas ncgara diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai
berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan
angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama
perjalanan; .

c. dilayani hanya oleh mobil bus besar atau mobil bus sedaug dengan pelayanan non
ekonomi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antar negara;

d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan
angkutan orang adalah terminal tipe A, atau simpul transportasi lainnya berupa
bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api dan pusat kegiatan;

€. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan lintas batas negara
sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan lintas batas negara harus dilengkapi
dengan :



a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
hanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota vang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan:

¢. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN LINTAS
BATAS NEGARA'",;

d. jati diri pengemudi yang diternpatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f. tulisan standar pelayanan;
g. daftar tarif vang berlaku,

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan lintas batas negara dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya;

b. alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan lintas batas negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1
Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi
Pasal 18

(1) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi.

(2) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai
berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan
anglkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama
perjalanan;

c. dilayani dengan mobil bus besar dan/atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan
ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;



d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan
angkutan orang adalah terminal tipe A;

e. prasarana jalan yang dilalui dalar pelayanan angkutan antar kota antar propinsi
sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan,

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar kota antar propinsi harus dilengkapi
dengan :

a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayck yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. jenis trayek yang dilayani yang ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat
pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI";

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f. tulisan standar pelayanan;
g. daftar tarif yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya:

b. alat pemantau unjuk kerja pengernudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku  pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota antar propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2
Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Empat
Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi
Pasal 19

(1) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf ¢, dilaksanakan dalam jaringan (rayek antar kota dalam propinsi.

(2) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri
sebagai berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu

pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
11



b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat atau lambat ;

¢. dilayani dengan mobil bus beser atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan
ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;

d. tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B, pada awal
pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;

¢. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi
sebagaimana tercantum dalam izir trayek yang telah ditetapkan.

(3) Kendaraaii yang digunakan untuk angkutan antar kota dalam propinsi harus

dilengkapi dengan :

a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi Kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitamn yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR

KOTA DALAM PROPINSI";

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;

f. tulisan standar pelayanan;

g. daftar tarif yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya;

b. alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota dalam propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3
Lampiraa I Keputusan ini.

Bagian Kelima
Angkutan Kota
Pasal 20

(1) Pelayanan angkutan kota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d,
dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam
satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau trayek yang berada dalam

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
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(2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. trayek utama :

1) mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan
pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

3) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota.

b. trayek cabang :

1) berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;

2) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

3) melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung
dan perrmukiman;

4) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menur:inkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota.

c. trayek ranting :

1) tidak mempunyai jadwal tetap;
2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan punumpang yang telah ditetapkan untuk

angkutan kota;
3) melayani angkutan dalam kawasan permukiman;

d. trayek langsung :

1) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota,

3) melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan
kawisan permukiman.

(3) Untuk kota yang berpenduduk di atas 500.000 jiwa, trayek utama dan trayek langsung
dilayani dengan bus besar, trayek cabang dengan bus sedang, dan trayek ranting
dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.



(4) Untuk kota yang berpenduduk antarz 100.000 — 500.000 Jiwa, trayek utama dilayani
dengan bus sedang, trayek cabang dengan bus kecil, dan trayck ranting dengan mobil
penumnparsg umum, X

(5) Untuk kota yang berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa, trayek utama dilayani
dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum dan trayek cabang dilayani
dengan mobi! penumpang.

(6) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:

4. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi Kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

¢. Jjenis wayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA?”;

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

€. tulisan standar pelayanan;
f. dafiar tarif yang berlaku.

(7) Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang
pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

(8) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan kota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 4 Lampiran I Keputusan ini.

-

Bagian Keenam
Angkutan Perdesaan
Pasal 21

(1) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e,
dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang

menghubungkan :

a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
b. kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan perdesaan.

(2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;

c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu

menunggu relatif cukup lama;
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d.

€.

terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-
kurangnya terminal tipe C;

dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan

a.

d.
e
f.

nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan vang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN
PERDESAAN?”;

Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;,
daftar tarif yang berlaku.

(4) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 5 Lampiran |
Keputusan ini.

Bagian Ketujuh
Angkutan Perbatasan

Pasal 22

(1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f,
dilaksanakar dalam trayek yang menghubungkan :

a.

b.

c.
d.

antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
kabupaten;

antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
Kota; .

antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota lain;
antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
kabupaten luin.

(2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut ;

a.
b.

o

=

mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;

berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang
telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan :
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a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belak:mg kcnda.rar.m;

b. papan m‘lyek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraarn:;

¢. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN
PERBATASAN?”;

d. jati .diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan.

4) L{kuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 6 Lampiran I
Keputusan ini.

Bagian Kedelapan
Angkutan Khusus

Pasal 23

(1) Angkutan khusus dalam trayek sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g,
terdiri dari :

a. Angkutan Antar Jemput;
b. Angkutan Karyawan;

¢. Angkutan Permukiman;

d. Angkutan Pemadu Moda.

(2) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalum ayat (1) merupakan
pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antar propinsi, angkutan
antar kota dalan propinsi dan angkutan kota.

Paragraf'|
Angkutan Antar Jemput
Pasal 24

(1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau
sebaliknya.

(2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal,

b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;

¢. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;



d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan:

f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi / dapat mengganggu pelayanan angkutan
dalam trayck pada lintasan yang sama;

g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam
trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

(3) Kendaraan  yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
b. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
tidak mencantumkan papan trayei: pada kendaraan yang dioperasikan;

dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR
JEMPUT?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

& @

e. dilengkapi logo dan nama perusshaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf
¢ sebagainiana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 2
Angkutan Karyawan
Pasal 25

(1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja
dengan beberapa titik asal penumpang.

(2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

khusus mengangkut karyawan;

berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;

menggunakan mobil bus;

menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
tidak menaikkan penumpang umum.

me a0 o

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :



a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN
KARYAWAN?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

¢. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan.
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

4) B‘enmk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a
diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 3
Angkutan Permukiman

Pasal 26

(1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf ¢, dilaksanakan dalam trayck yang melayani dari dan ke satu kawasan
permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.

(2) Pelayanan angkutan permukiman disclenggarakan dengan ciri-ciri sebagal berikut ;

khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;

berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;

menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;

menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
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(3) Kendaraan  yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN
PERMUKIMAN?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan
kanan;

b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan,
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf
a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 9 Lampiran I Keputusan ini.



Paragraf 4
Angkut:in Pemadu Moda
Pasal 27

(1 Pela.y_anan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf d, Flilaksanaka.n untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun
kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

(2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu meda ke moda lain;

b. berjadwal; |
¢. menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang;

d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;

b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesu~i jenis pelayanan yang
tercantém pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri
dan kanan;

c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, -
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
©)] Bentﬁk tulisan dan ukuran stiker angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud ayat
(3) huruf a diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 10 Lampiran I Keputusan
ini.
BAB 1V
ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Bagian Pertama
Jenis Angkutan
Pasal 28

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

a. Angkutan Taksi;



b. Angkutan Sewa;
¢. Angkutan Pariwisata;
d.  Anghutan Lingkungan,

Ragian Kedua
Angkutan Taksi

, Pasal 29

(1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi
daerah kota atau perkotaan.

(2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a,
b.

C.

d.

tidak berjadwal;

dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van
yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal;

tarif angkutan berdasarkan argometer;

pelayanan dari pintu ke pintu.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :

a.

tulisan "TAKSI" yang ditempatken di atas atap bagian luar kendaraan dan harus
menyala dengan warna putih atsu kuning apabila dalam keadaan kosong dan
padam apabila argometer dihidupkan;

dilengkapi dengan alat pendingin udara;

logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah,
dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah
nama perusahaan;

lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi:

tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang
dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;

radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemud:
dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya,

keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang
ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;

nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada
bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;

argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengar
baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada
kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut:
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